
 
JURNAL UNGGUL TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA (JUTIKA) ISSN: 3124-6591 
Vol. 2, No. 1, Juni 2026, hlm. 38-47  
  

38 

Artificial Intelligence Governance: Tinjauan Literatur mengenai Tata 

Kelola AI yang Etis, Aman, dan Bertanggung Jawab  
 

Irgi Winarno 

 
Fakultas Ilmu komputer, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Indonesia 

e-mail: irgiwinarno680@gmail.com 

 

Diterima: 25 Mei 2026 | Direvisi: 30 Mei 2026 | Diterima: 25 Juni 2026 
 

Abstrak 

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) yang semakin pesat telah mendorong transformasi digital di berbagai 

sektor, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan terkait etika, keamanan, privasi, transparansi, dan 

akuntabilitas. Kondisi tersebut menjadikan Artificial Intelligence Governance sebagai elemen penting untuk 

memastikan bahwa pengembangan dan implementasi AI dilakukan secara etis, aman, dan bertanggung jawab. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan konsep Artificial Intelligence Governance, 

mengidentifikasi prinsip-prinsip tata kelola AI, mengkaji berbagai tantangan implementasinya, serta merumuskan 

agenda pengembangan AI Governance di masa depan. Penelitian menggunakan metode Systematic Literature 

Review (SLR) dengan mengacu pada pedoman Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-

Analyses (PRISMA) 2020. Literatur diperoleh dari berbagai basis data ilmiah bereputasi dan dianalisis 

menggunakan thematic analysis melalui proses identifikasi, kategorisasi, sintesis, dan interpretasi data. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa AI Governance telah berkembang menjadi kerangka tata kelola multidisipliner 

yang mengintegrasikan aspek teknologi, etika, hukum, keamanan, tata kelola data, dan manajemen risiko. Prinsip 

utama AI Governance meliputi transparansi, akuntabilitas, keadilan, perlindungan privasi, keamanan, keandalan, 

dan pengawasan manusia. Penelitian juga mengidentifikasi berbagai tantangan implementasi, seperti harmonisasi 

regulasi, bias algoritma, perlindungan data pribadi, transparansi model AI, serta risiko Generative Artificial 

Intelligence. Agenda pengembangan AI Governance diarahkan pada Responsible Artificial Intelligence, 

Explainable Artificial Intelligence, manajemen risiko AI, kolaborasi multipemangku kepentingan, dan harmonisasi 

regulasi. Temuan penelitian diharapkan menjadi landasan konseptual dalam pengembangan tata kelola AI yang 

inovatif, terpercaya, dan berkelanjutan. 

Kata Kunci: Artificial Intelligence Governance; AI Ethics; Responsible Artificial Intelligence; AI Governance; 

Systematic Literature Review 

 

Abstract 

The rapid advancement of Artificial Intelligence (AI) has accelerated digital transformation across various sectors 

while simultaneously introducing challenges related to ethics, security, privacy, transparency, and accountability. 

These challenges have made Artificial Intelligence Governance a critical framework for ensuring that AI systems 

are developed and implemented in an ethical, secure, and responsible manner. This study aims to analyze the 

development of Artificial Intelligence Governance, identify its core governance principles, examine 

implementation challenges, and propose future directions for AI governance research. The study employed a 

Systematic Literature Review (SLR) based on the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-

Analyses (PRISMA) 2020 guidelines. Relevant literature was collected from reputable scientific databases and 

analyzed using thematic analysis through data identification, categorization, synthesis, and interpretation. The 

findings reveal that AI Governance has evolved into a multidisciplinary framework integrating technology, ethics, 

law, security, data governance, and risk management. The fundamental principles of AI Governance include 

transparency, accountability, fairness, privacy protection, security, reliability, and human oversight. The review 

also identifies major implementation challenges, including regulatory harmonization, algorithmic bias, personal 

data protection, AI model transparency, and risks associated with Generative Artificial Intelligence. Furthermore, 

future research should focus on Responsible Artificial Intelligence, Explainable Artificial Intelligence, AI risk 

management, multi-stakeholder governance, and regulatory harmonization. The findings provide a conceptual 

foundation for developing innovative, trustworthy, and sustainable AI governance frameworks. 

Keywords: Artificial Intelligence Governance; AI Ethics; Responsible Artificial Intelligence; AI Governance; 

Systematic Literature Review 

 

 

 

1. PENDAHULUAN  Perkembangan Artificial Intelligence (AI) dalam 

satu dekade terakhir telah mengubah cara organisasi, 
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industri, dan pemerintah mengelola data, mengambil 

keputusan, serta menyediakan layanan kepada 

masyarakat. Kemajuan teknologi seperti machine 

learning, deep learning, computer vision, natural 

language processing, dan Generative Artificial 

Intelligence telah memperluas ruang lingkup 

pemanfaatan AI pada berbagai sektor, termasuk 

kesehatan, pendidikan, keuangan, manufaktur, 

transportasi, pemerintahan, hingga keamanan siber. 

Kemampuan AI dalam menganalisis data dalam 

jumlah besar, menghasilkan prediksi yang akurat, 

serta mengotomatisasi berbagai proses bisnis 

menjadikan teknologi ini sebagai salah satu 

pendorong utama transformasi digital di era Revolusi 

Industri 4.0 dan Society 5.0. Seiring meningkatnya 

adopsi AI, perhatian tidak lagi hanya berfokus pada 

pengembangan kemampuan teknis sistem, tetapi juga 

pada bagaimana teknologi tersebut dikelola agar 

memberikan manfaat yang optimal tanpa 

menimbulkan risiko bagi individu maupun 

masyarakat (Pratama et al., 2023). 

Pesatnya perkembangan AI juga memunculkan 

berbagai persoalan yang berkaitan dengan etika, 

keamanan, privasi, transparansi, dan akuntabilitas. 

Berbagai kasus menunjukkan bahwa sistem AI dapat 

menghasilkan keputusan yang bias akibat kualitas 

data pelatihan yang tidak representatif, melanggar 

privasi pengguna melalui pemrosesan data pribadi 

secara masif, serta menimbulkan kesulitan dalam 

menjelaskan proses pengambilan keputusan karena 

karakteristik model black box. Selain itu, 

perkembangan Generative Artificial Intelligence 

semakin meningkatkan kompleksitas tantangan 

tersebut karena teknologi ini mampu menghasilkan 

teks, gambar, audio, video, maupun kode program 

yang sulit dibedakan dari hasil karya manusia. 

Kondisi tersebut memunculkan berbagai risiko baru, 

seperti penyebaran disinformasi, pelanggaran hak 

cipta, manipulasi informasi, penyalahgunaan 

identitas digital, serta ancaman terhadap keamanan 

siber (Hasanah, 2024). 

Berbagai tantangan tersebut mendorong 

berkembangnya konsep Artificial Intelligence 

Governance sebagai suatu kerangka tata kelola yang 

mengatur bagaimana AI dirancang, dikembangkan, 

diimplementasikan, diawasi, dan dievaluasi agar 

tetap selaras dengan prinsip etika, hukum, keamanan, 

dan kepentingan publik. AI Governance tidak hanya 

menekankan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga 

mencakup pengembangan mekanisme pengawasan, 

pengelolaan risiko, transparansi algoritma, 

perlindungan data pribadi, keadilan (fairness), 

akuntabilitas, serta keterlibatan manusia dalam proses 

pengambilan keputusan. Melalui pendekatan 

tersebut, implementasi AI diharapkan tidak hanya 

menghasilkan inovasi teknologi, tetapi juga mampu 

membangun kepercayaan masyarakat terhadap 

penggunaan sistem AI dalam berbagai sektor 

kehidupan (Kushariyadi et al., 2024). 

Perkembangan AI Governance memperoleh 

perhatian luas dari berbagai organisasi internasional 

dan pemerintah di berbagai negara. Sejumlah prinsip 

dan kerangka kebijakan telah dikembangkan untuk 

mendorong implementasi AI yang bertanggung 

jawab, seperti prinsip AI yang berpusat pada manusia, 

penghormatan terhadap hak asasi manusia, 

transparansi, keamanan, keandalan sistem, dan 

akuntabilitas. Di tingkat organisasi, berbagai 

perusahaan teknologi juga mulai mengembangkan 

kebijakan internal mengenai penggunaan AI yang 

bertanggung jawab sebagai bagian dari strategi 

pengelolaan risiko teknologi. Hal ini menunjukkan 

bahwa AI Governance telah berkembang menjadi isu 

strategis yang tidak hanya melibatkan aspek teknis, 

tetapi juga mencakup dimensi hukum, etika, 

kebijakan publik, manajemen risiko, dan tata kelola 

organisasi (Pradana et al., 2025). 

Meskipun penelitian mengenai AI Governance 

mengalami peningkatan yang signifikan dalam 

beberapa tahun terakhir, hasil kajian literatur 

menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian masih 

berfokus pada aspek-aspek tertentu, seperti etika AI, 

regulasi perlindungan data, keamanan sistem, atau 

pengembangan model AI yang dapat dijelaskan 

(Explainable Artificial Intelligence). Kajian yang 

mengintegrasikan berbagai dimensi tata kelola AI 

secara komprehensif, mulai dari prinsip dasar, 

tantangan implementasi, hingga arah pengembangan 

kebijakan di masa depan, masih relatif terbatas. 

Selain itu, perkembangan teknologi AI yang 

berlangsung sangat cepat menyebabkan berbagai 

kerangka tata kelola yang ada perlu terus dievaluasi 

agar tetap relevan terhadap munculnya risiko dan 

tantangan baru. Kondisi ini menunjukkan adanya 

kebutuhan terhadap suatu sintesis literatur yang 

mampu memberikan gambaran menyeluruh 

mengenai perkembangan konsep AI Governance 

beserta implikasinya bagi pengembangan teknologi 

AI yang etis, aman, dan bertanggung jawab (Huwaida 

et al., 2025). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian 

ini bertujuan untuk melakukan tinjauan literatur 

mengenai Artificial Intelligence Governance dengan 

mengidentifikasi perkembangan konsep tata kelola 

AI, menganalisis prinsip-prinsip utama AI yang etis, 

aman, dan bertanggung jawab, mengkaji berbagai 

tantangan implementasi AI Governance di berbagai 

sektor, serta merumuskan agenda penelitian masa 

depan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan 

kontribusi konseptual dalam memperkaya kajian 

mengenai tata kelola AI sekaligus menjadi referensi 

bagi peneliti, pengembang teknologi, organisasi, dan 

pembuat kebijakan dalam merancang serta 

mengimplementasikan sistem AI yang tidak hanya 

inovatif, tetapi juga transparan, akuntabel, 

berorientasi pada perlindungan hak pengguna, dan 

mendukung pembangunan teknologi digital yang 

berkelanjutan. 
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2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode Systematic 

Literature Review (SLR) dengan mengacu pada 

pedoman Preferred Reporting Items for Systematic 

Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) 2020 untuk 

memperoleh sintesis literatur yang sistematis, 

transparan, dan dapat direplikasi. Tahapan penelitian 

meliputi identifikasi, penyaringan, penilaian 

kelayakan, dan inklusi artikel yang relevan sesuai 

dengan tujuan penelitian. Penelusuran literatur 

dilakukan melalui basis data ilmiah bereputasi, yaitu 

Scopus, IEEE Xplore, ScienceDirect, SpringerLink, 

ACM Digital Library, dan Google Scholar, 

menggunakan kombinasi kata kunci Artificial 

Intelligence Governance, AI Governance, 

Responsible Artificial Intelligence, AI Ethics, 

Trustworthy AI, AI Regulation, dan Artificial 

Intelligence Policy. Kriteria inklusi mencakup artikel 

jurnal berbahasa Inggris maupun Indonesia yang 

dipublikasikan pada periode 2021–2026, tersedia 

dalam teks lengkap (full text), serta membahas tata 

kelola AI, prinsip-prinsip etika AI, keamanan, 

regulasi, atau implementasi AI yang bertanggung 

jawab. Sementara itu, artikel yang tidak melalui 

proses peer review, prosiding, editorial, maupun 

publikasi yang tidak relevan dengan fokus penelitian 

dikeluarkan dari proses seleksi. Seluruh artikel yang 

memenuhi kriteria dianalisis menggunakan thematic 

analysis melalui proses reduksi data, pengelompokan 

tema, sintesis temuan, dan interpretasi untuk 

mengidentifikasi perkembangan konsep Artificial 

Intelligence Governance, prinsip-prinsip tata kelola 

AI yang etis, aman, dan bertanggung jawab, 

tantangan implementasinya, serta agenda penelitian 

masa depan.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Perkembangan Konsep Artificial Intelligence 

Governance 

Perkembangan Artificial Intelligence 

Governance (AI Governance) merupakan 

konsekuensi dari semakin luasnya implementasi 

Artificial Intelligence (AI) pada berbagai sektor 

kehidupan. Pada tahap awal, pengembangan AI lebih 

banyak berorientasi pada peningkatan kemampuan 

teknis sistem, seperti akurasi prediksi, efisiensi 

komputasi, dan kemampuan otomatisasi. Namun, 

meningkatnya kompleksitas sistem AI, khususnya 

setelah berkembangnya machine learning, deep 

learning, dan Generative Artificial Intelligence, 

memunculkan berbagai risiko yang tidak dapat 

diselesaikan hanya melalui pendekatan teknis. Risiko 

tersebut meliputi bias algoritma, penyalahgunaan 

data pribadi, rendahnya transparansi proses 

pengambilan keputusan, ancaman keamanan siber, 

serta ketidakjelasan tanggung jawab ketika sistem AI 

menghasilkan keputusan yang merugikan pengguna. 

Kondisi tersebut mendorong lahirnya konsep AI 

Governance sebagai kerangka tata kelola yang 

memastikan bahwa pengembangan dan pemanfaatan 

AI dilakukan secara etis, aman, transparan, dan 

bertanggung jawab (M. F. Islami, 2025). 

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa 

konsep AI Governance mengalami perkembangan 

yang signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada awal 

perkembangannya, AI Governance lebih banyak 

dipahami sebagai mekanisme kepatuhan terhadap 

regulasi (compliance), terutama yang berkaitan 

dengan perlindungan data pribadi dan keamanan 

informasi. Namun, perkembangan literatur 

menunjukkan bahwa AI Governance kini dipandang 

sebagai suatu sistem tata kelola yang bersifat 

multidisipliner, mengintegrasikan aspek teknologi, 

hukum, etika, manajemen risiko, kebijakan publik, 

serta tata kelola organisasi. Dengan demikian, AI 

Governance tidak hanya mengatur bagaimana 

teknologi dikembangkan, tetapi juga bagaimana 

organisasi memastikan bahwa setiap tahapan siklus 

hidup AI (AI lifecycle), mulai dari perancangan, 

pengembangan, implementasi, pemantauan, hingga 

evaluasi, berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang 

telah ditetapkan (Suaib, 2025). 

Perubahan paradigma tersebut dipengaruhi oleh 

meningkatnya penggunaan AI dalam pengambilan 

keputusan yang memiliki dampak langsung terhadap 

individu dan masyarakat. Sistem AI saat ini telah 

digunakan dalam proses rekrutmen tenaga kerja, 

layanan kesehatan, sektor keuangan, sistem 

peradilan, pendidikan, transportasi, hingga pelayanan 

publik. Penggunaan AI pada berbagai sektor tersebut 

menuntut adanya mekanisme tata kelola yang mampu 

menjamin bahwa keputusan yang dihasilkan tidak 

bersifat diskriminatif, dapat dipertanggungjawabkan, 

serta tetap memberikan ruang bagi pengawasan 

manusia (human oversight). Oleh karena itu, AI 

Governance berkembang menjadi pendekatan yang 

tidak hanya berorientasi pada efisiensi teknologi, 

tetapi juga pada perlindungan hak-hak pengguna dan 

kepentingan publik (Rohman, 2026). 

Kajian literatur juga menunjukkan bahwa AI 

Governance dibangun di atas sejumlah prinsip 

fundamental yang menjadi acuan dalam 

pengembangan maupun implementasi sistem AI. 

Prinsip-prinsip tersebut mencakup transparansi 

(transparency), akuntabilitas (accountability), 

keadilan (fairness), keamanan (security), 

perlindungan privasi (privacy), keandalan 

(reliability), serta pengawasan manusia (human 

oversight). Prinsip-prinsip tersebut saling melengkapi 

dalam menciptakan sistem AI yang dapat dipercaya 

(trustworthy AI). Transparansi memungkinkan 

pengguna memahami proses pengambilan keputusan 

AI, akuntabilitas memastikan adanya pihak yang 

bertanggung jawab atas dampak penggunaan AI, 

sedangkan keadilan bertujuan meminimalkan potensi 

diskriminasi akibat bias algoritma. Sementara itu, 
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keamanan dan perlindungan privasi berfungsi 

menjaga kerahasiaan data pengguna, sedangkan 

pengawasan manusia memastikan bahwa keputusan 

strategis tetap berada di bawah kendali manusia 

(Langit & Setiawan, 2025). 

Berdasarkan hasil kajian, perkembangan konsep 

AI Governance dapat dikelompokkan ke dalam 

beberapa dimensi utama sebagaimana disajikan pada 

Tabel 1. 

Tabel 1. Perkembangan Konsep Artificial 

Intelligence Governance 
Dimensi 

Tata 

Kelola 

Fokus Utama Tujuan 

Tata 

Kelola 

Teknologi 

Pengembangan 

dan implementasi 

sistem AI 

Menjamin 

kualitas, 

keandalan, dan 
keamanan sistem 

Tata 
Kelola 

Etika 

Nilai, prinsip, dan 
tanggung jawab 

penggunaan AI 

Memastikan AI 
digunakan secara 

etis dan adil 

Tata 

Kelola 

Data 

Pengelolaan data 

dan perlindungan 

privasi 

Menjamin 

keamanan dan 

kerahasiaan data 

Tata 

Kelola 

Risiko 

Identifikasi, 

mitigasi, dan 

evaluasi risiko AI 

Mengurangi 

dampak negatif 

implementasi AI 

Tata 

Kelola 
Regulasi 

Kepatuhan 

terhadap hukum 
dan kebijakan 

Menjamin 

kesesuaian 
penggunaan AI 

dengan regulasi 

yang berlaku 

Dimensi 

Tata 

Kelola 

Fokus Utama Tujuan 

 

Hasil sintesis literatur memperlihatkan bahwa AI 

Governance telah berkembang dari pendekatan yang 

bersifat reaktif menuju pendekatan yang lebih 

proaktif dan berorientasi pada manajemen risiko. Jika 

sebelumnya tata kelola AI lebih menitikberatkan pada 

penanganan dampak setelah teknologi diterapkan, 

perkembangan terkini menunjukkan bahwa prinsip-

prinsip tata kelola telah diintegrasikan sejak tahap 

perancangan sistem melalui pendekatan ethics by 

design, privacy by design, dan security by design. 

Pendekatan tersebut bertujuan memastikan bahwa 

aspek etika, keamanan, dan perlindungan hak 

pengguna menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

seluruh siklus pengembangan AI. 

Temuan ini menunjukkan bahwa AI Governance 

telah berkembang menjadi fondasi utama dalam 

implementasi AI modern. Keberhasilan penerapan AI 

tidak lagi hanya diukur dari kemampuan 

teknologinya dalam menghasilkan prediksi atau 

otomatisasi, tetapi juga dari sejauh mana sistem 

tersebut mampu memenuhi prinsip transparansi, 

akuntabilitas, keadilan, keamanan, dan tanggung 

jawab sosial. Dengan demikian, AI Governance 

menjadi elemen strategis dalam membangun 

kepercayaan publik terhadap teknologi AI sekaligus 

memastikan bahwa inovasi digital berkembang 

secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang 

optimal bagi masyarakat. 

3.2 Prinsip Tata Kelola AI yang Etis, Aman, dan 

Bertanggung Jawab 

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa 

keberhasilan implementasi Artificial Intelligence 

Governance tidak hanya ditentukan oleh kualitas 

teknologi yang dikembangkan, tetapi juga oleh 

penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang menjadi 

landasan dalam seluruh siklus hidup sistem AI. 

Prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai pedoman 

bagi organisasi dalam merancang, mengembangkan, 

mengimplementasikan, memantau, dan mengevaluasi 

sistem AI agar tetap selaras dengan nilai-nilai etika, 

kepentingan publik, serta ketentuan hukum yang 

berlaku. Seiring meningkatnya pemanfaatan AI 

dalam berbagai sektor strategis, pembahasan 

mengenai prinsip tata kelola AI berkembang dari 

sekadar isu teknis menjadi bagian integral dari 

manajemen organisasi, pengelolaan risiko, dan tata 

kelola digital (Tosida et al., 2026). 

Salah satu prinsip utama yang paling banyak 

dibahas dalam literatur adalah transparansi 

(transparency). Transparansi mengharuskan 

organisasi mampu menjelaskan bagaimana sistem AI 

bekerja, sumber data yang digunakan, proses 

pengambilan keputusan, serta faktor-faktor yang 

memengaruhi keluaran sistem. Transparansi menjadi 

penting karena sebagian besar model AI modern, 

khususnya yang berbasis deep learning, memiliki 

karakteristik black box, yaitu menghasilkan 

keputusan yang sulit dipahami oleh pengguna. 

Kurangnya transparansi dapat menurunkan tingkat 

kepercayaan terhadap sistem AI, terutama ketika 

teknologi tersebut digunakan pada sektor-sektor yang 

memiliki konsekuensi tinggi, seperti kesehatan, 

keuangan, pendidikan, maupun pelayanan publik. 

Oleh karena itu, berbagai penelitian menekankan 

pentingnya pengembangan sistem AI yang mampu 

memberikan penjelasan (explainability) terhadap 

setiap keputusan yang dihasilkan (Wahono, 2024). 

Prinsip berikutnya adalah akuntabilitas 

(accountability), yaitu adanya kejelasan mengenai 

pihak yang bertanggung jawab terhadap setiap 

keputusan maupun dampak yang ditimbulkan oleh 

sistem AI. Hasil kajian menunjukkan bahwa 

implementasi AI tidak boleh menghilangkan 

tanggung jawab manusia dalam proses pengambilan 

keputusan. Organisasi perlu menetapkan struktur tata 

kelola yang jelas, mulai dari pengembang sistem, 

pengelola data, pengguna, hingga pengambil 

keputusan, sehingga apabila terjadi kesalahan, 

diskriminasi, atau kerugian akibat penggunaan AI, 

mekanisme evaluasi dan penyelesaian dapat 

dilakukan secara transparan. Akuntabilitas juga 

mencakup penyusunan kebijakan internal, 
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mekanisme audit AI, serta dokumentasi proses 

pengembangan sistem agar setiap tahapan 

implementasi dapat ditelusuri kembali (Kholiq, 

2025). 

Literatur juga menempatkan keadilan (fairness) 

sebagai prinsip yang sangat penting dalam AI 

Governance. Sistem AI harus dirancang agar tidak 

menghasilkan keputusan yang diskriminatif terhadap 

individu maupun kelompok tertentu berdasarkan ras, 

jenis kelamin, usia, agama, kondisi ekonomi, atau 

karakteristik lainnya. Bias algoritma umumnya 

muncul akibat data pelatihan yang tidak representatif, 

kesalahan dalam proses pemodelan, maupun 

kurangnya evaluasi terhadap keluaran sistem. Oleh 

karena itu, organisasi perlu melakukan pengujian bias 

(bias assessment), validasi model secara berkala, 

serta memastikan bahwa data yang digunakan 

memiliki kualitas yang baik dan mewakili berbagai 

kelompok pengguna. Penerapan prinsip keadilan 

menjadi salah satu indikator utama dalam 

membangun AI yang dapat dipercaya (trustworthy 

AI) (Wibowo, 2026). 

Selain itu, hasil sintesis menunjukkan bahwa 

perlindungan privasi (privacy) dan keamanan 

(security) merupakan dua prinsip yang tidak dapat 

dipisahkan dalam tata kelola AI. Sistem AI umumnya 

memanfaatkan data dalam jumlah besar untuk 

menghasilkan prediksi atau rekomendasi yang akurat. 

Kondisi tersebut meningkatkan risiko kebocoran 

data, penyalahgunaan informasi pribadi, serta 

serangan siber terhadap sistem AI. Oleh karena itu, 

implementasi AI perlu menerapkan pendekatan 

privacy by design dan security by design, yaitu 

mengintegrasikan perlindungan data dan keamanan 

sistem sejak tahap perancangan. Pendekatan tersebut 

mencakup pengendalian akses data, enkripsi 

informasi, pemantauan keamanan secara 

berkelanjutan, serta kepatuhan terhadap regulasi 

perlindungan data pribadi (Yuliyanto & Wijaya, 

2025). 

Prinsip lainnya yang semakin mendapat 

perhatian adalah pengawasan manusia (human 

oversight). Meskipun AI mampu melakukan analisis 

dan menghasilkan rekomendasi secara otomatis, 

keputusan yang memiliki dampak signifikan terhadap 

hak, keselamatan, atau kepentingan individu tetap 

memerlukan keterlibatan manusia. Pengawasan 

manusia bertujuan memastikan bahwa AI berfungsi 

sebagai alat pendukung (decision support system), 

bukan sebagai pengganti sepenuhnya bagi 

pengambilan keputusan manusia. Dengan demikian, 

organisasi tetap memiliki kendali terhadap proses 

operasional AI sekaligus mampu melakukan 

intervensi apabila sistem menghasilkan keputusan 

yang tidak sesuai dengan prinsip etika maupun tujuan 

organisasi (Wibowo, 2026). 

Berdasarkan hasil kajian literatur, prinsip-prinsip 

utama dalam Artificial Intelligence Governance dapat 

dirangkum sebagaimana disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Prinsip Tata Kelola Artificial 

Intelligence yang Etis, Aman, dan Bertanggung 

Jawab 
Prinsip Deskripsi Tujuan 

Transparansi 

Menjelaskan 
proses kerja dan 

pengambilan 

keputusan AI 

Meningkatkan 
kepercayaan dan 

keterbukaan 

sistem 

Akuntabilitas 

Menetapkan 

pihak yang 

bertanggung 
jawab atas 

penggunaan AI 

Menjamin 

tanggung jawab 

dan mekanisme 
evaluasi 

Keadilan 

(Fairness) 

Mencegah bias 

dan diskriminasi 

algoritma 

Mewujudkan 

keputusan yang 

adil dan inklusif 

Privasi 

Melindungi data 

pribadi 

pengguna 

Menjamin 

kerahasiaan dan 

hak atas data 

Keamanan 
(Security) 

Melindungi 

sistem AI dari 
ancaman dan 

serangan siber 

Menjaga 

integritas, 
ketersediaan, dan 

keandalan sistem 

Pengawasan 

Manusia 

(Human 

Oversight) 

Memastikan 

manusia tetap 

mengendalikan 

keputusan 
strategis 

Mengurangi 

risiko kesalahan 

dan 

penyalahgunaan 
AI 

 

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa 

prinsip-prinsip tersebut saling melengkapi dan tidak 

dapat diterapkan secara terpisah. Organisasi yang 

hanya menitikberatkan pada aspek keamanan, 

misalnya, belum tentu mampu menjamin keadilan 

atau transparansi sistem AI. Demikian pula, sistem 

yang memiliki tingkat akurasi tinggi belum tentu 

memenuhi prinsip akuntabilitas apabila tidak tersedia 

mekanisme audit dan pengawasan yang memadai. 

Oleh karena itu, implementasi Artificial Intelligence 

Governance memerlukan pendekatan yang holistik 

dengan mengintegrasikan seluruh prinsip tata kelola 

ke dalam kebijakan organisasi, proses pengembangan 

teknologi, serta mekanisme evaluasi berkelanjutan. 

Pendekatan ini akan mendukung terwujudnya AI 

yang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga 

etis, aman, bertanggung jawab, dan mampu 

memperoleh kepercayaan dari seluruh pemangku 

kepentingan. 

3.3 Tantangan Implementasi Artificial 

Intelligence Governance di Berbagai Sektor 

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa 

implementasi Artificial Intelligence Governance (AI 

Governance) masih menghadapi berbagai tantangan 

yang kompleks meskipun prinsip-prinsip tata kelola 

telah berkembang secara signifikan. Tantangan 

tersebut muncul karena perkembangan teknologi AI 

berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan 

kemampuan organisasi dan regulator dalam 

menyusun kebijakan, standar, maupun mekanisme 



 
JURNAL UNGGUL TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA (JUTIKA) ISSN: 3124-6591 
Vol. 2, No. 1, Juni 2026, hlm. 38-47  
  

43 

pengawasan yang memadai. Selain itu, karakteristik 

AI yang bersifat dinamis, adaptif, dan terus belajar 

dari data menyebabkan proses pengendalian risiko 

menjadi lebih rumit dibandingkan sistem teknologi 

informasi konvensional. Oleh karena itu, 

implementasi AI Governance tidak hanya 

memerlukan kesiapan teknologi, tetapi juga kesiapan 

kelembagaan, regulasi, sumber daya manusia, dan 

budaya organisasi (Aslim et al., 2026). 

Salah satu tantangan utama adalah belum adanya 

harmonisasi regulasi mengenai penggunaan AI. 

Berbagai negara telah mengembangkan kebijakan 

dan pedoman tata kelola AI dengan pendekatan yang 

berbeda sesuai dengan kebutuhan nasional masing-

masing. Perbedaan standar tersebut menyebabkan 

organisasi multinasional menghadapi kesulitan dalam 

menerapkan sistem AI yang memenuhi berbagai 

ketentuan hukum secara bersamaan. Di sisi lain, 

perkembangan teknologi AI yang sangat cepat sering 

kali melampaui kecepatan pembentukan regulasi, 

sehingga muncul kesenjangan antara inovasi 

teknologi dan kepastian hukum. Kondisi ini 

berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi 

organisasi dalam mengembangkan maupun 

mengimplementasikan AI, khususnya pada sektor 

yang memiliki tingkat risiko tinggi seperti layanan 

kesehatan, keuangan, transportasi, dan pemerintahan 

(Darwis, 2026). 

Tantangan berikutnya berkaitan dengan 

pengelolaan data sebagai fondasi utama 

pengembangan AI. Hasil kajian menunjukkan bahwa 

kualitas keluaran sistem AI sangat bergantung pada 

kualitas data yang digunakan selama proses pelatihan 

model. Data yang tidak lengkap, tidak akurat, atau 

mengandung bias dapat menghasilkan keputusan 

yang tidak adil serta memperbesar risiko diskriminasi 

terhadap kelompok tertentu. Selain itu, organisasi 

juga menghadapi tantangan dalam menjaga 

keamanan dan kerahasiaan data pengguna. 

Meningkatnya volume data yang diproses oleh AI 

memperbesar risiko kebocoran informasi, 

penyalahgunaan data pribadi, maupun serangan siber 

terhadap infrastruktur digital. Oleh karena itu, tata 

kelola data (data governance) menjadi bagian yang 

tidak terpisahkan dari implementasi AI Governance 

(R. N. Islami et al., 2026). 

Aspek transparansi dan akuntabilitas juga 

menjadi tantangan yang banyak dibahas dalam 

literatur. Sebagian besar model AI modern, terutama 

yang menggunakan pendekatan deep learning, 

memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi sehingga 

sulit dijelaskan kepada pengguna. Karakteristik black 

box menyebabkan organisasi mengalami kesulitan 

dalam menjelaskan dasar pengambilan keputusan AI 

kepada regulator maupun masyarakat. Kondisi 

tersebut dapat menurunkan tingkat kepercayaan 

publik, terutama apabila AI digunakan untuk 

mendukung keputusan yang memengaruhi hak 

individu. Selain itu, masih banyak organisasi yang 

belum memiliki mekanisme audit AI, dokumentasi 

pengembangan sistem, maupun prosedur evaluasi 

risiko secara berkala. Akibatnya, ketika terjadi 

kesalahan atau dampak negatif akibat penggunaan AI, 

proses penelusuran penyebab dan penetapan 

tanggung jawab menjadi lebih sulit dilakukan 

(Fernanda & Habiburrochman, 2025). 

Literatur juga menunjukkan bahwa keterbatasan 

sumber daya manusia menjadi tantangan penting 

dalam implementasi AI Governance. Banyak 

organisasi telah mengadopsi teknologi AI, tetapi 

belum memiliki tenaga profesional yang memahami 

aspek teknis, etika, hukum, dan tata kelola AI secara 

terpadu. Kondisi tersebut menyebabkan 

implementasi AI sering kali hanya berfokus pada 

peningkatan efisiensi operasional tanpa 

memperhatikan implikasi etika maupun risiko jangka 

panjang. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi 

melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan 

literasi AI bagi pengembang, manajer, auditor, 

maupun pembuat kebijakan menjadi kebutuhan yang 

semakin mendesak dalam mendukung tata kelola AI 

yang efektif (Al Mauludi & Hamdani, 2026). 

Selain tantangan internal organisasi, hasil 

sintesis literatur menunjukkan bahwa perkembangan 

Generative Artificial Intelligence menghadirkan 

risiko baru yang semakin kompleks. Kemampuan AI 

generatif dalam menghasilkan teks, gambar, audio, 

dan video yang menyerupai hasil karya manusia 

membuka peluang terjadinya penyebaran informasi 

palsu (misinformation dan disinformation), 

manipulasi identitas digital melalui deepfake, 

pelanggaran hak kekayaan intelektual, serta 

penyalahgunaan AI untuk aktivitas kejahatan siber. 

Risiko-risiko tersebut menunjukkan bahwa AI 

Governance harus terus berkembang mengikuti 

dinamika teknologi agar mampu mengantisipasi 

bentuk ancaman baru yang sebelumnya belum pernah 

dihadapi (Dana et al., 2026). 

Berdasarkan hasil sintesis literatur, tantangan 

implementasi Artificial Intelligence Governance 

dapat dirangkum sebagaimana disajikan pada Tabel 

3. 

Tabel 3. Tantangan Implementasi Artificial 

Intelligence Governance 

Tantangan 
Permasalahan 

Utama 
Dampak 

Regulasi Perbedaan 

kebijakan dan 

lambatnya 

pembentukan 
regulasi 

Ketidakpastian 

hukum dan 

implementasi AI 

Tata Kelola 
Data 

Kualitas data, 
privasi, dan 

keamanan 

informasi 

Bias algoritma 
dan risiko 

kebocoran data 

Transparansi Karakteristik 

black box pada 
model AI 

Rendahnya 

kepercayaan 
pengguna 
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Akuntabilitas Belum adanya 

mekanisme audit 
dan evaluasi yang 

memadai 

Sulit 

menentukan 
tanggung jawab 

atas keputusan 

AI 

Sumber Daya 

Manusia 

Keterbatasan 

kompetensi AI 

dan tata kelola 

Implementasi AI 

yang kurang 

optimal 

Risiko 

Generative 
AI 

Deepfake, 

disinformasi, 
pelanggaran hak 

cipta, dan 

penyalahgunaan 

AI 

Ancaman 

terhadap 
keamanan, etika, 

dan kepercayaan 

publik 

 

Hasil kajian menunjukkan bahwa berbagai 

tantangan tersebut saling berkaitan dan memerlukan 

pendekatan tata kelola yang komprehensif. 

Keberhasilan implementasi AI Governance tidak 

cukup hanya dengan membangun sistem AI yang 

canggih, tetapi juga harus didukung oleh regulasi 

yang adaptif, tata kelola data yang kuat, mekanisme 

audit yang transparan, peningkatan kompetensi 

sumber daya manusia, serta pengelolaan risiko yang 

berkelanjutan. Dengan demikian, AI Governance 

harus dipahami sebagai proses yang bersifat dinamis 

dan kolaboratif, melibatkan pemerintah, organisasi, 

akademisi, pengembang teknologi, serta masyarakat 

untuk memastikan bahwa perkembangan AI tetap 

memberikan manfaat yang optimal sekaligus 

meminimalkan risiko bagi seluruh pemangku 

kepentingan. 

3.4 Agenda Pengembangan Artificial Intelligence 

Governance di Masa Depan 

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa 

perkembangan Artificial Intelligence Governance (AI 

Governance) akan semakin dipengaruhi oleh 

kemajuan teknologi AI yang berlangsung sangat 

cepat serta meningkatnya kompleksitas risiko yang 

menyertainya. Berbagai penelitian menegaskan 

bahwa tata kelola AI pada masa mendatang tidak lagi 

hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap regulasi 

(compliance), tetapi juga diarahkan pada 

pembangunan ekosistem AI yang mampu 

mengintegrasikan inovasi teknologi dengan prinsip 

etika, keamanan, transparansi, dan keberlanjutan. 

Pergeseran paradigma tersebut menunjukkan bahwa 

AI Governance harus berkembang secara adaptif agar 

mampu mengantisipasi perubahan teknologi 

sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap 

pemanfaatan AI di berbagai sektor (Rahimi et al., 

2025). 

Salah satu agenda penelitian yang paling banyak 

direkomendasikan dalam literatur adalah 

pengembangan kerangka Responsible Artificial 

Intelligence (Responsible AI). Konsep ini 

menekankan bahwa setiap tahapan pengembangan 

dan implementasi AI harus mempertimbangkan 

dampak sosial, ekonomi, hukum, dan etika secara 

menyeluruh. Responsible AI tidak hanya berfokus 

pada kualitas teknis sistem, tetapi juga memastikan 

bahwa AI dikembangkan untuk memberikan manfaat 

yang sebesar-besarnya bagi masyarakat tanpa 

mengorbankan hak asasi manusia, keadilan, maupun 

keamanan pengguna. Oleh karena itu, penelitian di 

masa depan perlu mengembangkan indikator dan 

model evaluasi yang dapat mengukur tingkat 

tanggung jawab suatu sistem AI secara objektif dan 

terstandarisasi (Al Ihram & Raodah, 2026). 

Agenda berikutnya adalah pengembangan 

Explainable Artificial Intelligence (XAI) sebagai 

bagian dari penguatan transparansi dalam AI 

Governance. Hasil kajian menunjukkan bahwa 

kompleksitas model AI modern, khususnya yang 

berbasis deep learning dan foundation models, masih 

menjadi tantangan dalam menjelaskan proses 

pengambilan keputusan sistem. Kondisi tersebut 

dapat mengurangi tingkat kepercayaan pengguna, 

terutama pada sektor yang memiliki konsekuensi 

tinggi seperti kesehatan, peradilan, keuangan, dan 

pelayanan publik. Oleh karena itu, penelitian 

mendatang perlu mengembangkan metode 

interpretabilitas yang mampu menjelaskan alasan di 

balik setiap keputusan AI tanpa mengurangi tingkat 

akurasi model. Pengembangan XAI akan menjadi 

fondasi penting dalam membangun sistem AI yang 

lebih transparan, akuntabel, dan mudah diaudit 

(Tosida et al., 2026). 

Literatur juga menunjukkan bahwa penguatan AI 

Risk Management menjadi agenda strategis dalam 

pengembangan AI Governance. Seiring 

meningkatnya penggunaan AI pada berbagai sektor, 

organisasi memerlukan mekanisme yang mampu 

mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan 

mengendalikan risiko secara berkelanjutan. 

Penelitian selanjutnya perlu mengembangkan model 

manajemen risiko yang mampu mengakomodasi 

berbagai jenis ancaman, seperti bias algoritma, 

pelanggaran privasi, penyalahgunaan data, serangan 

siber, hingga risiko yang muncul akibat penggunaan 

Generative Artificial Intelligence. Pendekatan 

tersebut diharapkan mampu mendukung organisasi 

dalam menerapkan AI secara aman tanpa 

menghambat inovasi teknologi (Nasution et al., 

2025). 

Selain aspek teknis, pengembangan AI 

Governance di masa depan juga memerlukan 

pendekatan yang lebih kolaboratif melalui 

keterlibatan berbagai pemangku kepentingan (multi-

stakeholder governance). Hasil sintesis menunjukkan 

bahwa tata kelola AI yang efektif tidak dapat 

dibangun hanya oleh pemerintah atau pengembang 

teknologi, tetapi memerlukan kolaborasi antara 

regulator, akademisi, industri, organisasi masyarakat 

sipil, dan pengguna teknologi. Kolaborasi tersebut 

diperlukan untuk menyusun standar bersama, 
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memperkuat mekanisme pengawasan, meningkatkan 

literasi AI, serta memastikan bahwa kebijakan yang 

dihasilkan mampu mengakomodasi kebutuhan 

berbagai pihak. Pendekatan kolaboratif juga 

memungkinkan proses penyusunan regulasi menjadi 

lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi yang 

sangat dinamis (Maharudin, 2025). 

Agenda penting lainnya adalah harmonisasi 

standar dan regulasi AI pada tingkat internasional. 

Perbedaan kebijakan antarnegara masih menjadi 

salah satu hambatan dalam implementasi AI lintas 

yurisdiksi, terutama bagi organisasi yang beroperasi 

secara global. Oleh karena itu, penelitian di masa 

depan perlu mengeksplorasi model harmonisasi 

regulasi yang tetap menghormati karakteristik hukum 

nasional namun memiliki prinsip-prinsip dasar yang 

seragam, seperti perlindungan hak pengguna, 

keamanan sistem, transparansi algoritma, dan 

akuntabilitas. Harmonisasi tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan interoperabilitas kebijakan sekaligus 

memperkuat kepercayaan dalam pemanfaatan AI 

secara global (Anwar & Nepri, 2025). 

Berdasarkan hasil sintesis literatur, agenda 

pengembangan Artificial Intelligence Governance di 

masa depan dapat dirangkum sebagaimana disajikan 

pada Tabel 4. 

Tabel 4. Agenda Pengembangan Artificial 

Intelligence Governance 

Agenda 

Penelitian 

Fokus 

Pengembangan 

Kontribusi yang 

Diharapkan 

Responsible 

Artificial 
Intelligence 

Pengembangan 

AI yang 
berorientasi pada 

etika dan dampak 

sosial 

Meningkatkan 

kepercayaan dan 
keberlanjutan 

implementasi AI 

Explainable 

Artificial 

Intelligence 
(XAI) 

Transparansi dan 

interpretabilitas 

sistem AI 

Memperkuat 

akuntabilitas dan 

kemudahan audit 

AI Risk 
Management 

Identifikasi, 
evaluasi, dan 

mitigasi risiko AI 

Mengurangi 
dampak negatif 

penggunaan AI 

Multi-

Stakeholder 

AI 

Governance 

Kolaborasi 

pemerintah, 

industri, 

akademisi, dan 
masyarakat 

Mewujudkan tata 

kelola AI yang 

inklusif dan 

adaptif 

Harmonisasi 
Regulasi AI 

Pengembangan 
standar dan 

kebijakan lintas 

negara 

Meningkatkan 
kepastian hukum 

dan 

interoperabilitas 

AI 

Governance 

Maturity 
Model 

Pengembangan 

indikator tingkat 

kematangan tata 
kelola AI 

Membantu 

organisasi 

mengevaluasi 
kesiapan 

implementasi AI 

Hasil kajian menunjukkan bahwa arah 

pengembangan AI Governance pada masa depan 

akan bergeser dari pendekatan yang berorientasi pada 

pengendalian risiko menuju tata kelola yang bersifat 

proaktif, adaptif, dan berkelanjutan. AI Governance 

tidak lagi dipandang sebagai sekadar mekanisme 

pengawasan terhadap teknologi, tetapi sebagai 

strategi organisasi untuk memastikan bahwa inovasi 

AI berjalan selaras dengan prinsip etika, keamanan, 

transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan publik. 

Oleh karena itu, penelitian mendatang perlu 

mengembangkan model tata kelola yang mampu 

mengintegrasikan aspek teknologi, hukum, 

manajemen, dan kebijakan publik sehingga 

implementasi AI tidak hanya menghasilkan kemajuan 

teknologi, tetapi juga menciptakan ekosistem digital 

yang terpercaya, inklusif, dan berorientasi pada 

keberlanjutan. 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil Systematic Literature Review 

mengenai Artificial Intelligence Governance, dapat 

disimpulkan bahwa perkembangan konsep tata kelola 

AI mengalami perubahan yang signifikan seiring 

dengan meningkatnya pemanfaatan AI pada berbagai 

sektor. AI Governance tidak lagi dipahami sebagai 

mekanisme kepatuhan terhadap regulasi semata, 

tetapi telah berkembang menjadi kerangka tata kelola 

yang mengintegrasikan aspek teknologi, etika, 

hukum, manajemen risiko, keamanan informasi, dan 

tata kelola organisasi. Perkembangan tersebut 

menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi AI 

tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, 

tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam 

membangun sistem tata kelola yang mampu 

menjamin transparansi, akuntabilitas, keadilan, 

perlindungan privasi, keamanan, dan pengawasan 

manusia sepanjang siklus hidup AI. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 

implementasi AI Governance masih menghadapi 

berbagai tantangan, antara lain belum harmonisnya 

regulasi antarnegara, risiko bias algoritma, 

perlindungan data pribadi, rendahnya transparansi 

model AI, keterbatasan mekanisme audit, serta 

meningkatnya ancaman yang ditimbulkan oleh 

perkembangan Generative Artificial Intelligence. 

Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa 

pengembangan AI Governance memerlukan 

pendekatan multidisipliner yang melibatkan 

kolaborasi antara pemerintah, akademisi, industri, 

pengembang teknologi, dan masyarakat dalam 

membangun ekosistem AI yang aman dan terpercaya. 

Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi bahwa 

agenda pengembangan AI Governance pada masa 

depan perlu diarahkan pada penguatan Responsible 

Artificial Intelligence, pengembangan Explainable 

Artificial Intelligence, penerapan AI Risk 

Management, harmonisasi regulasi internasional, 

penguatan model kolaborasi antarpemangku 

kepentingan, serta penyusunan indikator kematangan 

tata kelola AI (AI Governance Maturity Model). 

Dengan demikian, penelitian ini memberikan 
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kontribusi konseptual berupa sintesis mengenai 

perkembangan AI Governance, prinsip-prinsip tata 

kelola AI yang etis, aman, dan bertanggung jawab, 

tantangan implementasinya, serta arah 

pengembangan penelitian yang dapat menjadi acuan 

bagi organisasi, pengembang teknologi, regulator, 

dan peneliti dalam mewujudkan implementasi AI 

yang inovatif, terpercaya, dan berkelanjutan. 

5. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, organisasi yang 

mengembangkan maupun mengimplementasikan 

Artificial Intelligence disarankan untuk membangun 

kerangka Artificial Intelligence Governance yang 

terintegrasi dengan kebijakan organisasi, manajemen 

risiko, perlindungan data pribadi, dan keamanan 

informasi. Penerapan prinsip transparansi, 

akuntabilitas, keadilan, pengawasan manusia, serta 

mekanisme audit AI perlu menjadi bagian dari proses 

pengembangan dan operasional sistem AI agar 

implementasi teknologi tidak hanya berorientasi pada 

efisiensi, tetapi juga menjamin kepercayaan 

pengguna dan perlindungan terhadap hak-hak 

masyarakat. Selain itu, peningkatan kompetensi 

sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, 

dan penguatan literasi AI menjadi langkah strategis 

untuk mendukung tata kelola AI yang efektif dan 

berkelanjutan. 

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk 

mengembangkan penelitian empiris mengenai 

implementasi Artificial Intelligence Governance pada 

berbagai sektor, seperti pemerintahan, kesehatan, 

pendidikan, keuangan, dan industri. Penelitian 

lanjutan juga dapat diarahkan pada pengembangan 

model AI Governance Maturity, evaluasi efektivitas 

Responsible Artificial Intelligence, penerapan 

Explainable Artificial Intelligence dalam sistem 

berisiko tinggi, serta harmonisasi regulasi AI pada 

tingkat nasional maupun internasional. Kajian 

mengenai tata kelola Generative Artificial 

Intelligence, pengelolaan risiko AI, dan mekanisme 

audit algoritma juga menjadi bidang penelitian yang 

prospektif untuk mendukung terciptanya ekosistem 

AI yang etis, aman, transparan, dan bertanggung 

jawab. 
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